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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif 

yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan  
menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur 
perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini 

bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan 
kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindu ngan yang 

ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi 
PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian 

diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, 

serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan 
korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi 

kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.  
Kata Kunci : Perlindungan Saksi dan Korban, Pelanggaran HAM Berat, Kebijakan Hukum, Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 
Abstract 

This study aims to analyze the policy of witness and victim protection in current positive law and to formulate more 
effective policies for the future, using the normative juridical method. This method combines two main approaches, 
namely the statute approach and the conceptual approach. The statutory approach is used to analyze various related 
regulations, such as Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of 
Witnesses and Victims, and Government Regulation Number 2 of 2002 and Number 3 of 2002, which regulate 
protection, compensation, restitution, and rehabilitation for victims of gross human rights violations. This analysis aims 
to evaluate the extent to which these regulations are effective in providing protection to witnesses and victims. The 
conceptual approach is used to explore the concept of ideal protection in national and international law, referring to the 
principles contained in the UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. The 

research data was obtained through primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal 
materials in the form of literature, scientific journals, and books that examine the protection of witnesses and victims. 
This research is expected to produce a comprehensive analysis and provide effective and fair policy recommendations for 
the protection of witnesses and victims of gross human rights violations. 
Keywords: Protection of Witnesses and Victims, Gross Human Rights Violations, Legal Policy, Law on the Protection 
of Witnesses and Victims. 
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PENDAHULUAN  

Peran saksi dan korban dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia sangatlah 
fundamental, terutama pengungkapan 
fakta hukum dan pencapaian kebenaran 
material. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Saksi didefinisikan sebagai individu 
yang dapat memberikan keterangan 
berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, 
dan/atau alami sendiri (Afriandi et al., 
2024). Keterangan dari saksi ini menjadi 
salah satu alat bukti utama yang diatur 
dalam hukum acara pidana, 
menegaskan pentingnya posisi saksi 
dalam proses hukum (Kawengian, 2016). 
Di sisi lain korban sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 3 adalah individu 
yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, atau kerugian ekonomi akibat 
tindak pidana (Ransun, 2012). Dengan 
demikian, baik saksi maupun korban 
tidak hanya berfungsi sebagai pihak 
yang membantu proses hukum tetapi 
juga memiliki hak-hak yang perlu 
dilindungi agar mereka dapat 
memberikan keterangan tanpa adanya 
tekanan atau ancaman. 

Dalam praktiknya peran saksi dan 
korban tidak hanya terbatas pada 
penyampaian informasi mengenai 
tindak pidana; mereka juga 
berkontribusi dalam membangun 
argumen hukum yang kuat untuk 
menentukan siapa yang bertanggung 
jawab secara pidana (Waluyo, 2022). 
Terutama dalam kasus pelanggaran hak 
asasi manusia (HAM) berat, keterangan 
dari saksi sering kali menjadi bukti 
utama karena sering kali tidak ada bukti 
fisik yang cukup. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) 
juga memberikan hak kepada korban 
untuk mendapatkan bantuan medis 
serta rehabilitasi psikososial dan 
psikologis (Christian, 2023). Hak-hak ini 
menunjukkan pentingnya memastikan 
bahwa korban berada dalam kondisi 
fisik dan psikologis yang baik agar dapat 
memberikan keterangan yang akurat 
dan mendukung proses peradilan. 

Akan tetapi perlindungan yang 
memadai bagi saksi dan korban dapat 
menghambat keberhasilan proses 
peradilan (Mokorimban, 2013). Dalam 
kasus pelanggaran HAM berat banyak 
saksi dan korban menghadapi ancaman 
fisik, intimidasi, serta stigma sosial yang 
menghalangi mereka untuk memberikan 
keterangan secara bebas (Putri, 2024). 
Meskipun Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 mengatur hak-hak tersebut. 
Pelaksanaan di lapangan masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti 
keterbatasan anggaran dan kurangnya 
koordinasi antar lembaga terkait. Tanpa 
perlindungan yang efektif keberanian 
saksi dan korban untuk berbicara akan 
menurun, sehingga fakta-fakta penting 
sulit terungkap dan proses peradilan 
menjadi terhambat. 

Pelanggaran HAM berat mencakup 
tindakan seperti genosida dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang secara 
serius melanggar hak fundamental 
individu atau kelompok (Nasution, 
2018). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, 
pelanggaran HAM adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok, termasuk 
aparat negara, baik secara sengaja 
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maupun karena kelalaian, yang 
membatasi atau mencabut hak asasi 
manusia yang dijamin undang-undang 
(Nurhayati, 2017). Tindakan ini sering 
kali tidak diselesaikan melalui 
mekanisme hukum yang adil dan benar, 
sehingga menimbulkan tantangan besar 
dalam penegakan hukum. Karakteristik 
pelanggaran HAM berat adalah 
dampaknya yang meluas terhadap 
masyarakat dan adanya elemen 
sistematis atau meluas dalam 
pelaksanaannya (Muhlizi, 2014). 

Pembuktian dalam kasus 
pelanggaran HAM berat menghadapi 
kendala utama berupa minimnya alat 
bukti (Anatasia, 2015). Pelanggaran 
HAM berat sering kali terjadi di bawah 
sistem yang terorganisir, sehingga bukti 
fisik dan dokumentasi sengaja 
dihilangkan atau dirusak untuk 
menghindari penuntutan. Dalam banyak 
kasus ketidakhadiran bukti kuat ini 
menyebabkan sulitnya memenuhi 
standar pembuktian di pengadilan, 
sehingga pelaku tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban hukum. Hal ini 
menuntut adanya inovasi dalam 
pengumpulan bukti, termasuk 
penggunaan teknologi dan metode 
ilmiah yang lebih canggih. 

Saksi dan korban pelanggaran HAM 
berat sering menghadapi tekanan dan 
ancaman yang serius, baik dari pihak 
pelaku maupun dari lingkungan sosial 
(Sunarso, 2022). Berdasarkan pengertian 
pelanggaran HAM dalam Pasal 1 angka 
6, tindakan yang membatasi atau 
mencabut hak saksi dan korban, 
termasuk hak atas rasa aman, menjadi 
bagian dari pelanggaran itu sendiri. 
Ancaman ini mencakup kekerasan fisik, 
intimidasi psikologis, hingga 
pembunuhan, yang dapat menghalangi 

mereka untuk memberikan kesaksian 
yang bebas dan jujur di pengadilan. Oleh 
karena itu, keberadaan sistem 
perlindungan yang kuat menjadi sangat 
penting untuk memastikan keberanian 
saksi dan korban dalam proses 
pembuktian. 

Saksi ahli memiliki peran penting 
dalam memberikan analisis profesional 
untuk mendukung pembuktian kasus 
pelanggaran HAM berat (Pangestuti, 
2017). Namun, kendala yang sering 
muncul adalah kurangnya saksi ahli 
yang independen dan berkompeten 
dalam menangani kasus-kasus yang 
kompleks ini. Hal ini dapat disebabkan 
oleh tekanan politik, kurangnya 
pelatihan, atau bahkan bias pribadi 
(Deu, 2024). Pada Pasal 1 angka 6, 
kelalaian dalam menyediakan saksi ahli 
yang berkualitas juga dapat dianggap 
sebagai bentuk pembatasan atau 
kelalaian negara dalam memastikan 
penyelesaian hukum yang adil dan 
benar. 

Untuk memastikan keberanian saksi 
dan korban dalam memberikan 
keterangan, perlindungan yang 
menyeluruh mutlak diperlukan. Hal ini 
termasuk perlindungan fisik, dukungan 
psikologis, serta jaminan keamanan bagi 
keluarga saksi dan korban. Pasal 1 angka 
6 menegaskan bahwa pelanggaran HAM 
berat tidak hanya mencakup tindakan 
yang dilakukan, tetapi juga 
ketidakmampuan atau kelalaian negara 
dalam memberikan mekanisme hukum 
yang memadai (Kurniawan, 2018). Oleh 
karena itu, perlindungan terhadap saksi 
dan korban adalah bagian integral dari 
upaya memastikan bahwa proses 
hukum berjalan dengan adil, serta hak-
hak mereka tidak dilanggar selama 
proses peradilan berlangsung. 
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Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 
Tahun 2002 mengatur tata cara 
perlindungan saksi dan korban 
pelanggaran HAM berat. Berdasarkan 
Pasal 2 saksi dan korban memiliki hak 
untuk memperoleh perlindungan dari 
aparat penegak hukum dan aparat 
keamanan sejak tahap penyelidikan 
hingga pemeriksaan di sidang 
pengadilan (Natalia, 2013). Pada Pasal 4 
berbunyi bentuk perlindungan meliputi 
keamanan pribadi dari ancaman fisik 
dan mental, kerahasiaan identitas, dan 
pemberian keterangan di pengadilan 
tanpa tatap muka dengan tersangka 
(Tatawi, 2015). Ketentuan ini bertujuan 
untuk melindungi hak-hak saksi dan 
korban agar mereka dapat berpartisipasi 
dalam proses hukum tanpa takut akan 
intimidasi atau ancaman yang dapat 
menghalangi keadilan. 

PP No. 3 Tahun 2002 Pasal 2 
memberikan hak kepada korban 
pelanggaran HAM berat atau keluarga 
korban (ahli waris) untuk menerima 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. 
Pemberian hak tersebut harus dilakukan 
secara tepat, cepat, dan layak, untuk 
memastikan pemulihan kondisi korban 
atau ahli warisnya (Ali & Wibowo, 2018). 
Kebijakan ini bertujuan untuk 
memberikan pengakuan dan pemulihan 
atas penderitaan yang dialami korban 
sebagai akibat dari pelanggaran HAM 
berat (Safira et al., 2022). Namun, 
implementasinya sering terkendala oleh 
berbagai faktor, termasuk birokrasi yang 
lamban dan kurangnya anggaran yang 
memadai. 

Salah satu kelemahan dalam PP No. 
2 Tahun 2002 adalah tidak adanya 
ketentuan eksplisit yang memberikan 
perlindungan kepada keluarga atau 
kerabat saksi dan korban. Padahal, 

keluarga sering kali menjadi sasaran 
ancaman atau intimidasi yang bertujuan 
untuk membungkam saksi dan korban. 
Ketidakhadiran perlindungan ini dapat 
menimbulkan rasa takut yang lebih 
besar, sehingga menghambat keberanian 
saksi atau korban untuk memberikan 
keterangan yang jujur di pengadilan. 
Meskipun PP No. 2 Tahun 2002 pada 
Pasal 3 mewajibkan aparat penegak 
hukum dan keamanan untuk 
melaksanakan perlindungan, 
pelaksanaannya sering kali kurang 
optimal. Hal ini disebabkan oleh 
keterbatasan sumber daya dan kapasitas 
lembaga pelaksana, termasuk aparat 
yang bertugas. Dalam praktiknya, 
perlindungan yang dijanjikan sering kali 
tidak dapat diberikan secara konsisten, 
sehingga menyebabkan saksi dan 
korban tetap rentan terhadap ancaman 
dan intimidasi. PP No. 3 Tahun 2002 
memfokuskan pada pemulihan korban 
melalui kompensasi, restitusi, dan 
rehabilitasi, tetapi tidak mencantumkan 
langkah preventif untuk mencegah 
berulangnya pelanggaran HAM berat. 
Ketidakhadiran mekanisme ini 
mencerminkan kelemahan dalam 
kerangka hukum nasional yang kurang 
memperhatikan aspek pencegahan 
sebagai bagian integral dari pemulihan 
keadilan dan perlindungan hak asasi 
manusia. 

Perlindungan saksi dan korban 
memiliki peran sentral dalam 
keberhasilan penegakan hukum, 
terutama dalam kasus pelanggaran berat 
seperti pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM). Meskipun telah diatur dalam 
regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2006 jo. 
UU No. 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 
2 Tahun 2002, dan PP No. 3 Tahun 2002, 
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implementasi perlindungan ini masih 
menghadapi berbagai tantangan, 
termasuk belum adanya perlindungan 
bagi keluarga atau kerabat saksi dan 
korban, serta pelaksanaan yang kurang 
optimal. Hal ini menunjukkan perlunya 
evaluasi terhadap sejauh mana hukum 
positif dapat memberikan perlindungan 
yang efektif, serta perumusan kebijakan 
baru yang lebih komprehensif. 
Reformulasi kebijakan masa depan 
harus mencakup aspek yang belum 
diatur, seperti perlindungan terhadap 
keluarga saksi/korban, mekanisme 
pencegahan ancaman/intimidasi, dan 
pemulihan berkelanjutan, dengan 
mengacu pada standar internasional 
untuk memastikan keberanian saksi 
memberikan keterangan tanpa rasa 
takut. Penelitian ini penting dilakukan 
untuk memberikan solusi konkret atas 
kelemahan regulasi saat ini, sehingga 
mampu mewujudkan perlindungan 
saksi dan korban yang lebih adil, efektif, 
dan berkelanjutan, sekaligus 
mendukung terwujudnya keadilan 
substantif dalam sistem hukum 
Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif yang bertujuan untuk 
menganalisis kebijakan perlindungan 
saksi dan korban dalam hukum positif 
yang berlaku saat ini sekaligus 
merumuskan kebijakan yang lebih 
efektif untuk masa depan. Metode ini 
melibatkan dua pendekatan utama, 
yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk menganalisis berbagai 
regulasi terkait, seperti Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2002 dan Nomor 3 Tahun 2002 yang 
mengatur tata cara perlindungan, 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 
bagi korban pelanggaran HAM berat. 
Analisis ini bertujuan mengevaluasi 
sejauh mana aturan-aturan tersebut 
efektif melindungi saksi dan korban. 
Sementara itu, pendekatan konseptual 
digunakan untuk mengeksplorasi 
konsep perlindungan yang ideal baik 
dberdasarkan hukum nasional maupun 
standar internasional, seperti prinsip-
prinsip yang diatur dalam Deklarasi PBB 
tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi 
Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan 
Kekuasaan (1985). Data penelitian terdiri 
dari bahan hukum primer, seperti 
peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan terkait, serta bahan 
hukum sekunder, seperti literatur, jurnal 
ilmiah, dan buku yang membahas isu 
perlindungan saksi dan korban secara 
mendalam. Pendekatan ini diharapkan 
dapat menghasilkan analisis yang 
komprehensif dan memberikan 
rekomendasi kebijakan yang efektif dan 
berkeadilan bagi saksi dan korban 
pelanggaran HAM berat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kebijakan Perlindungan Saksi dan 
Korban Terhadap Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia Berat di Indonesia 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM mengatur 
perlindungan saksi dan korban dalam 
pelanggaran HAM berat dengan tujuan 
memberikan rasa aman bagi mereka 
yang terlibat dalam proses peradilan 
(Turangan, 2021). Meskipun undang-



 

Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia… 

Mustopa1, Zainal Arifin Hoesein2 

220  

undang ini tidak memberikan definisi 
khusus tentang "korban pelanggaran 
HAM berat," hal ini ditemukan dalam 
peraturan pelaksana, yaitu PP No. 2 
Tahun 2002. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU 
Pengadilan HAM, ditegaskan bahwa 
"setiap korban dan saksi dalam 
pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat berhak atas perlindungan fisik dan 
mental dari ancaman, gangguan, teror, 
dan kekerasan dari pihak manapun." 
Perlindungan ini mencakup 
perlindungan fisik maupun psikologis 
bagi saksi dan korban, terutama yang 
terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 
berat (Aryaputra, 2018). 

PP No. 2 Tahun 2002 memberikan 
penjabaran lebih lanjut mengenai 
perlindungan saksi dan korban dalam 
pelanggaran HAM berat. Pasal 1 butir 1 
PP ini mendefinisikan perlindungan 
sebagai "bentuk pelayanan yang wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak 
hukum atau aparat keamanan untuk 
memberikan rasa aman baik fisik 
maupun mental, kepada korban dan 
saksi, dari ancaman, gangguan, teror, 
dan kekerasan dari pihak manapun." 
Perlindungan ini berlaku sepanjang 
proses hukum, dari tahap penyelidikan 
hingga persidangan. Salah satu bentuk 
perlindungan yang diatur adalah 
keamanan pribadi saksi dan korban, 
kerahasiaan identitas, serta pemberian 
keterangan tanpa tatap muka jika 
diperlukan. 

UU No. 13 Tahun 2006 yang 
kemudian diubah dengan UU No. 31 
Tahun 2014 memberikan ruang lingkup 
perlindungan saksi dan korban yang 
lebih luas. UU ini tidak hanya mengatur 
perlindungan terhadap ancaman fisik, 
tetapi juga ancaman psikis terhadap 
saksi dan korban, serta memberikan hak-

hak berupa rehabilitasi, kompensasi, dan 
restitusi. Pengaturan tentang Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
juga menjadi penting sebagai pelaksana 
kebijakan perlindungan ini. 

Meskipun UU ini mengatur 
perlindungan yang lebih komprehensif, 
implementasinya masih menghadapi 
sejumlah tantangan. Salah satunya 
adalah keterbatasan sumber daya LPSK 
dalam menjalankan tugasnya, baik dari 
segi jumlah personel maupun kapasitas 
pendanaan untuk mendukung 
perlindungan yang efektif. Koordinasi 
antar lembaga juga menjadi isu penting, 
karena perlindungan saksi dan korban 
tidak hanya melibatkan LPSK tetapi juga 
lembaga penegak hukum lainnya seperti 
kepolisian dan kejaksaan. Dalam 
beberapa kasus yang kompleks, seperti 
kasus pelanggaran HAM berat, 
perlindungan yang diberikan terkadang 
tidak memadai untuk menjamin 
keselamatan jangka panjang bagi korban 
dan saksi. 

Implementasi perlindungan saksi 
dan korban berdasarkan hukum positif 
yang ada di Indonesia, meskipun telah 
memiliki dasar hukum yang cukup, 
masih menghadapi sejumlah kelemahan 
signifikan yang menghambat efektivitas 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah 
satu kelemahan utama yang ditemukan 
dalam regulasi perlindungan ini adalah 
kurangnya pengaturan yang jelas 
mengenai perlindungan terhadap 
keluarga atau kerabat saksi dan korban. 
Dalam banyak kasus, ancaman atau 
intimidasi tidak hanya ditujukan 
langsung kepada saksi atau korban, 
tetapi juga kepada keluarga atau kerabat 
mereka yang dapat menjadi sasaran 
balas dendam oleh pihak-pihak yang 
terkait dengan kasus hukum yang 
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sedang ditangani. Hal ini menunjukkan 
bahwa perlindungan yang ada saat ini 
belum sepenuhnya komprehensif. 

Tidak adanya mekanisme 
pencegahan ancaman atau intimidasi 
jangka panjang juga menjadi masalah 
serius dalam implementasi 
perlindungan saksi dan korban. 
Perlindungan yang diberikan seringkali 
bersifat sementara, hanya berlaku 
selama proses hukum berjalan atau 
selama periode tertentu. Namun, 
ancaman terhadap saksi dan korban 
seringkali berlanjut bahkan setelah 
proses hukum selesai, yang 
menunjukkan bahwa sistem 
perlindungan belum mampu 
memberikan rasa aman yang 
berkelanjutan. Tanpa adanya 
mekanisme pencegahan yang jelas dan 
perlindungan jangka panjang, saksi dan 
korban menjadi lebih rentan terhadap 
ancaman, yang pada gilirannya 
mempengaruhi keberanian mereka 
untuk memberikan kesaksian atau 
mengungkapkan informasi penting 
dalam proses peradilan. 

Hambatan administratif dan 
kurangnya koordinasi antar lembaga 
yang terlibat dalam implementasi 
perlindungan saksi dan korban juga 
memperburuk situasi ini. Beberapa 
lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, 
dan LPSK, meskipun memiliki peran 
penting, sering kali bekerja secara 
terpisah tanpa koordinasi yang baik. 
Prosedur administratif yang rumit, 
keterbatasan anggaran, serta kurangnya 
sumber daya manusia yang terlatih 
untuk menangani kasus perlindungan 
ini seringkali menyebabkan pelaksanaan 
perlindungan tidak berjalan dengan 
optimal. Hal ini berdampak pada 
ketidaksesuaian antara apa yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan 
dengan apa yang sebenarnya terjadi di 
lapangan. Proses birokrasi yang panjang 
dan tidak efisien menjadi salah satu 
faktor yang menyebabkan 
ketidakpercayaan saksi dan korban 
terhadap sistem hukum. 

Dampak dari kelemahan-kelemahan 
tersebut sangat signifikan terhadap 
keberanian saksi dan korban untuk 
memberikan keterangan yang 
diperlukan dalam proses peradilan. 
Ketidakpastian dan ketidakamanan 
yang dirasakan oleh saksi dan korban 
akan mengurangi keinginan mereka 
untuk terlibat dalam proses hukum, 
yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi keberhasilan penegakan 
hukum itu sendiri. Jika saksi merasa 
terancam dan korban tidak memperoleh 
pemulihan yang layak, maka proses 
peradilan menjadi kurang efektif, dan 
pelaku pelanggaran HAM atau tindak 
pidana lainnya mungkin tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
 
Rekonstruksi Kebijakan Perlindungan 

Saksi dan Korban serta Sistem 
Peradilan Hak Asasi Manusia 

Kebijakan perlindungan saksi dan 
korban di masa yang akan datang harus 
mengacu pada prinsip-prinsip yang 
lebih komprehensif dan sesuai dengan 
standar internasional. Salah satu 
instrumen internasional yang 
memberikan dasar bagi perlindungan 
saksi dan korban adalah Declaration of 
Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power. Deklarasi ini 
menekankan pentingnya memberikan 
perlindungan yang adil dan efektif 
kepada korban kejahatan serta 
penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi 
ini mencakup berbagai prinsip, 
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termasuk hak korban untuk 
mendapatkan pemulihan yang layak, 
akses ke keadilan, dan perlindungan 
dari ancaman. Berdasarkan prinsip-
prinsip ini, perlindungan saksi dan 
korban tidak hanya terbatas pada 
individu yang terlibat langsung dalam 
kasus pidana, tetapi juga perlu 
mencakup keluarga atau kerabat dekat 
dari saksi dan korban yang seringkali 
menjadi sasaran ancaman atau 
kekerasan. 

Penting untuk memperluas makna 
"korban" dalam kebijakan perlindungan, 
dengan mengakui bahwa keluarga atau 
kerabat dekat dari saksi dan korban juga 
memiliki hak untuk mendapatkan 
perlindungan yang setara. Pengalaman 
mereka sering kali dihantui oleh 
ancaman atau intimidasi yang dapat 
membahayakan keselamatan fisik dan 
mental mereka, bahkan setelah proses 
hukum selesai. Dengan demikian, 
kebijakan perlindungan saksi dan 
korban harus mencakup perlindungan 
terhadap keluarga atau kerabat yang 
dapat terkena dampak langsung dari 
keterlibatan mereka dalam kasus yang 
sedang diproses. 

Dalam rangka mencegah 
berulangnya pelanggaran HAM berat, 
kebijakan perlindungan saksi dan 
korban harus dilengkapi dengan 
guarantees of non-repetition (jaminan 
ketidakberulangan). Hal ini 
mengharuskan adanya upaya yang lebih 
serius untuk menjamin bahwa 
pelanggaran HAM tidak terulang di 
masa depan. Kebijakan ini bisa 
mencakup langkah-langkah yang 
memastikan bahwa pelaku pelanggaran 
HAM berat tidak dapat mengulangi 
tindakannya, baik dengan cara 
memberikan hukuman yang tegas 

maupun melalui program rehabilitasi 
dan reformasi institusional yang 
mengurangi potensi pelanggaran. 
Jaminan ketidakberulangan ini harus 
menjadi bagian dari kebijakan yang lebih 
luas yang melibatkan pencegahan, 
penindakan, dan pendidikan 
masyarakat. 

Kebijakan perlindungan saksi dan 
korban yang berbasis pada hak asasi 
manusia (HAM) internasional harus 
diterapkan dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip HAM yang lebih luas, 
seperti hak atas keadilan, hak untuk 
hidup dalam kondisi yang amandan hak 
untuk mendapatkan pemulihan. Ini 
berarti bahwa reformasi kebijakan 
perlindungan saksi dan korban tidak 
hanya bergantung pada instrumen 
hukum domestik, tetapi juga harus 
menyesuaikan dengan perkembangan 
standar internasional yang terus 
berkembang. Dengan demikian, 
Indonesia harus mengintegrasikan 
prinsip-prinsip perlindungan saksi dan 
korban yang lebih humanistik dan 
berbasis pada standar internasional 
dalam kebijakan nasional agar 
menciptakan sistem perlindungan yang 
lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Reformulasi kebijakan perlindungan 
saksi dan korban di Indonesia sangat 
penting untuk mengatasi kelemahan 
yang ada dalam hukum positif saat ini. 
Meskipun sudah ada regulasi seperti UU 
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM, serta UU No. 13 Tahun 2006 
juncto UU No. 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, 
implementasi kebijakan ini masih jauh 
dari sempurna. Berbagai kendala, seperti 
ketidakmampuan untuk memberikan 
perlindungan yang menyeluruh bagi 
keluarga atau kerabat saksi/korban, 
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serta kurangnya mekanisme untuk 
menangani ancaman atau intimidasi 
jangka panjang, memperlihatkan bahwa 
hukum positif yang ada belum cukup 
efektif. Hambatan administratif, 
kekurangan sumber daya, serta 
koordinasi antar lembaga yang tidak 
optimal, menjadi faktor yang 
menghalangi terlaksananya 
perlindungan yang maksimal. Oleh 
karena itu, reformulasi kebijakan 
perlindungan saksi dan korban perlu 
dilakukan untuk memperbaiki sistem ini 
dan menciptakan ruang yang lebih aman 
bagi mereka yang terlibat dalam proses 
hukum. 

Reformulasi kebijakan ini seharusnya 
mencakup perluasan cakupan 
perlindungan, termasuk bagi keluarga 
atau kerabat saksi dan korban yang 
sering kali menjadi sasaran ancaman 
atau kekerasan. Kebijakan yang ada 
harus dirancang untuk lebih adaptif dan 
responsif terhadap ancaman yang 
bersifat jangka panjang.  

Salah satu langkah penting adalah 
mengintegrasikan sistem perlindungan 
yang lebih komprehensif, dengan 
mencakup berbagai elemen yang lebih 
rinci dalam hal pencegahan intimidasi, 
pemulihan fisik dan mental, serta 
perlindungan atas kerahasiaan identitas 
korban dan saksi.  

Reformulasi ini harus memastikan 
bahwa proses hukum dan implementasi 
perlindungan berjalan seiring, dengan 
meminimalkan kemungkinan terjadinya 
pelanggaran lebih lanjut terhadap saksi 
dan korban. 

Rekomendasi awal dalam 
reformulasi kebijakan ini adalah 
perlunya memperbarui dan 
memperkuat kerangka hukum yang ada 
untuk mencakup standar internasional, 

seperti yang tercantum dalam 
Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power. 
Perubahan ini harus melibatkan 
pembuatan peraturan yang lebih rinci 
mengenai perlindungan saksi dan 
korban yang lebih mencakup, dari mulai 
perlindungan fisik hingga pemulihan 
hak korban melalui kompensasi dan 
rehabilitasi. Standar internasional ini 
juga menuntut adanya jaminan 
kepuasan bagi korban dan jaminan 
ketidakberulangan pelanggaran, yang 
dapat diimplementasikan dalam bentuk 
kebijakan yang lebih kuat dan terukur. 
Dengan demikian, reformulasi kebijakan 
perlindungan saksi dan korban bukan 
hanya sebuah keharusan untuk 
meningkatkan efektivitas hukum 
domestik, tetapi juga untuk memastikan 
bahwa Indonesia dapat memenuhi 
kewajiban internasionalnya dalam 
melindungi hak asasi manusia. 

 
SIMPULAN  

Perlindungan saksi dan korban 
dalam pelanggaran HAM berat di 
Indonesia telah diatur oleh UU No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
dan UU No. 13 Tahun 2006 juncto UU 
No. 31 Tahun 2014, yang memberikan 
dasar hukum bagi perlindungan fisik 
dan mental saksi serta korban, termasuk 
rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. 

Meskipun demikian, implementasi 
kebijakan ini masih menghadapi 
tantangan signifikan, seperti 
keterbatasan sumber daya LPSK, 
koordinasi antar lembaga yang kurang 
optimal, serta ketidakmampuan untuk 
memberikan perlindungan jangka 
panjang, terutama terhadap keluarga 
atau kerabat saksi dan korban. 
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Perlindungan yang sering kali 

bersifat sementara dan tidak memadai 
setelah proses hukum selesai 
menyebabkan ketidakamanan dan 
ketidakpastian bagi saksi dan korban, 
yang dapat mengurangi keberanian 
mereka untuk memberikan kesaksian 
dan mempengaruhi efektivitas 
penegakan hukum.  

Oleh karena itu, perlu adanya 
reformulasi kebijakan perlindungan 
yang lebih komprehensif dan 
berkelanjutan untuk menjamin 
keselamatan dan keadilan bagi saksi dan 
korban, serta memperkuat koordinasi 
antar lembaga terkait. 

Reformulasi kebijakan perlindungan 
saksi dan korban di Indonesia sangat 
diperlukan untuk mengatasi kelemahan 
yang ada dalam hukum positif saat ini, 
serta untuk memastikan perlindungan 
yang lebih komprehensif adil dan sesuai 
dengan standar internasional.  

Meskipun berbagai regulasi telah 
ada, implementasinya masih 
menghadapi hambatan signifikan, 
seperti ketidakmampuan memberikan 
perlindungan yang menyeluruh, 
terutama bagi keluarga atau kerabat 
saksi dan korban, serta kurangnya 
mekanisme untuk menangani ancaman 
atau intimidasi jangka panjang.  

Oleh karena itu, kebijakan 
perlindungan harus diperluas untuk 
mencakup perlindungan keluarga atau 
kerabat yang terancam, serta 
menciptakan jaminan 
ketidakberulangan pelanggaran HAM. 
Reformulasi ini harus mencakup 
pembaruan regulasi dengan 
menyesuaikan dengan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia internasional, 
termasuk jaminan kepuasan bagi 

korban, pemulihan fisik dan mental, 
serta perlindungan atas kerahasiaan 
identitas.  

Kebijakan ini perlu dirancang lebih 
adaptif, responsif terhadap ancaman 
jangka panjang, dan lebih terkoordinasi 
antar lembaga, guna menciptakan sistem 
perlindungan yang efektif, inklusif, dan 
berkelanjutan yang memenuhi 
kewajiban internasional Indonesia 
dalam melindungi hak asasi manusia. 
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